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TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN 
PEMAKAIAN ARUS LISTRIK PADA PT. PLN (PERSERO)  
CABANG WONOGIRI 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan tanggung jawab 
para pihak dalam terjadinya kelalaian dan penyelesaian sengketa antara PT. PLN 
(Persero) Cabang Wonogiri dengan pelanggan. Metode penelitian menggunakan 
metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data 
primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder 
dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi 
lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa bentuk wanprestasi dan tanggung jawab dalam perjanjian 
penggunaan arus listrik PT. PLN yaitu lalai dalam pembayaran listrik, mengotak-
atik kWh,  menambah daya tanpa sepengetahuan pihak PLN, dan pencurian arus 
listrik. Penyelesaian mengenai kelalaian dalam pembayaran rekening listrik yakni 
konsumen dikenakan denda yang besarnya telah disebutkan dalam perjanjian,  
penyelesaian dalam pelanggaran mengotak-atik kWH yakni pelanggan diberikan 
berupa sebuah lembar hutang bernama surat piutang dan lembar denda non-taglis 
atau (non tagihan listrik), pelanggaran penambahan daya dengan tidak 
sepengetahuan pihak PLN berupa sanksi administrasi yaitu denda minimal satu 
juta rupiah dan sanksi pelanggaran pencurian arus listrik dengan menjatuhkan 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 3 juta. 
 
Kata kunci: perjanjian, wanprestasi, pemakaian arus listrik 
 
ABSTRACT 
This research aims to know the form of default and responsibility of the parties in 
the occurrence of negligence and settlement of dispute between PT. PLN 
(Persero) Branch Wonogiri with customers. The research method uses descriptive 
empirical juridical method. Data source consists of primary data that is interview 
and secondary data that is primary, secondary and tertiary legal data. Method of 
data collection through library study and field study (interview), then data are 
analyzed qualitatively. The result of the research concluded that the form of 
default and responsibility in the agreement of the use of electric current of PT. 
PLN is negligent in electricity payments, tweaking kWh, increasing power 
without the knowledge of PLN, and theft of electricity. The settlement of 
negligence in the payment of electricity accounts is that consumers are liable for 
fines that have been mentioned in the agreement, the settlement in violation of the 
kWH fraud that the customer is given as a debt-settlement called a non-taglis 
receivables and non-tagliary penalty sheets or (non-electricity bill) The power of 
not knowing the PLN is an administrative sanction that is a fine of at least one 
million rupiah and penalties for violations of electric current theft by 
imprisonment for 3 (three) months and a fine of Rp 3 million. 
 
Keywords: agreement, default, use of electric current 
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1. PENDAHULUAN 
Mengingat begitu pentingnya manfaat tenaga listrik, maka pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 1985 tentang 
Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, baik itu teknis, 
pengaturan, pelaksanaan, serta sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran 
baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga 
Listrik.  
Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang 
tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk 
listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko 
cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung 
menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur untuk 
mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan 
listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung 
akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan 
perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk 
melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313.
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Perjanjian itu sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu, baik itu 
syaratsyarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat-syarat yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata, telah diatur syarat sahnya perjanjian, yaitu:  “(1) Sepakat mereka yang 
mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal 
tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.”  
Prakteknya, pendistribusian listrik kepada pelanggan listrik dirumuskan 
dalam suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT. PLN yang biasanya 
                                                           
1 Yahya Harahap, 1986, Segi‐segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, Hal.6. 
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disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dengan 
demikian terjadi hubungan hukum perjanjian jual-beli tenaga listrik antara 
pelanggan dengan perusahaan listrik. Perjanjian jual-beli secara umum diatur 
dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan “Jual-beli adalah suatu 
perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
telah diperjanjikan“. Biasanya perjanjian yang diadakan oleh pelanggan listrik 
dengan PT. PLN merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam bentuk baku, 
artinya perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN, dan pelanggan 
listrik tinggal menyetujuinya saja. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya 
ketidakadilan bagi pelanggan, karena bentuk perjanjian seperti ini tentu hanya 
menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak PT. PLN.  
PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berbentuk Persero adalah sebuah 
perusahaan jasa yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Dengan kata lain, 
tenaga listrik juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi 
kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan energi yang sangat penting 
untuk menopang kehidupan manusia. Perusahaan ini berkewajiban menjalankan 
tugas yang dibebankan negara kepadanya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat 
terhadap listrik. Begitu pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap listrik, 
sehingga tidak mungkin dapat ditawar-tawar lagi bahwa sebagian besar kehidupan 
masyarakat didukung oleh listrik.  
Selain menjalankan fungsi bisnisnya PT. PLN (Persero) lebih banyak 
menjalankan fungsi sosialnya, apalagi di Jawa Tengah mempunyai sebagian besar 
pelanggan rumah tangga. Perusahaan ini terus mencoba untuk tetap dapat berbuat 
lebih baik kepada masyarakat, sebagaiman falsafah yang dimiliki oleh perusahaan 
ini yaitu: “keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba 
tetapi juga oleh kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada 
para pelanggan, sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan 
produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera”.2 
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PT PLN (Persero), 2000, Budaya Perusahaan, Jakarta: PLN Pusat, hlm. 9. 
4 
Selanjutnya, dari usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh pihak 
PT. PLN (Persero) nampaknya belum mampu mendongkrak kinerja secara 
maksimal. Apa yang diharapkan masyarakat terhadap pasokan listrik yang unggul 
dan aman serta adanya semboyan “Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik” 
mungkin belum bisa terwujud. Sebagaimana diketahui adanya pemadaman listrik 
secara bergilir, akhirnya memupuskan harapan masyarakat dan semboyan 
tersebut. Keterbatasan pasokan energi yang dibangkitkan oleh PLN Jawa Tengah 
saat ini defisit dengan kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Kebutuhan 
masyarakat pada saat beban puncak lebih tinggi ketimbang pasokan listrik yang 
tersedia. Artinya pada saat kondisi normal yaitu dimana seluruh mesin-mesin 
pembangkit PLN beroperasi, tidak dapat memasok seluruh kebutuhan listrik 
masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi mesin-mesin pembangkit yang sudah 
tua dan memerlukan pemeliharaan terjadwal yang tidak ditangguhkan, sehingga 
bila mesin mengalami turun mesin (overhoul) maka devisit listrik akan semakin 
pesat yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik bergilir.  
Dalam hal tersebut calon pelanggan datang mengajukan permohonan dan 
telah bersedia membayar sejumlah uang kepada PT. PLN (Persero) untuk dicatat 
sebagai pelanggan PLN. Dengan demikian karena calon pelanggan telah setuju 
maka timbullah satu keterikatan tersebut. Karena perjanjian dapat dilakukan 
dengan tertulis maupun lisan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara 2 
orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian 
perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan 
atau ditulis.
3
 Dan kesepakatan inilah yang membuat ikatan hukum bagi kedua 
belah pihak. Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara konsumen dengan 
PLN, bisa terjadi adanya wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak 
menderita kerugian. Misalnya, pelanggan secara sepihak melakukan tindakan-
tindakan seperti menambah atau memperbesar daya dari daya yang sebenarnya 
menurut kontrak yang telah disepakati. Jika hal ini dilakukan, maka dikatakanlah 
pelanggan tersebut telah melakukan wanprestasi.  
                                                           
3 HR Daeng Naja, 2006, Contrant Drafting, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 6. 
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Tindakan para konsumen yang dinyatakan wanprestasi dalam pemakaian 
arus listrik merupakan tindakan yang merugikan PT. PLN (Persero), sehingga 
menimbulkan akibat hukum yaitu mewajibkan konsumen untuk mengganti 
kerugian yang diderita oleh PT. PLN (Persero) berupa tagihan susulan sesuai 
dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Ditambah dengan 
biaya-biaya lainnya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan PT. PLN 
(Persero) berhak melakukan pemutusan sambungan arus listrik para konsumen 
sebelum dilunasinya tagihan susulan dari konsumen yang wanprestasi.  
Wanprestasi dalam perjanjian timbul dikarenakan isi perjanjian jual beli 
tenaga listrik tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, baik PT. PLN 
(Persero) yaitu kreditur maupun pelanggan (debitur) yang telah bersepakat untuk 
melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertuang dalam Surat Perjanjian 
Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.  
Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bentuk-bentuk 
wanprestasi antara lain: “(1) Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan 
dilakukannya, (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan, (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan 
(4) Melakukan sesuatu yang menurut control tidak boleh dilakukannya.”  
Terjadinya wanprestasi oleh pelanggan dapat diketahui pada saat Tim 
Opal/petugas pelaksana lapangan menemukan adanya indikasi ataupun telah 
terjadi kerusakkan pada alat-alat milik PT. PLN (Persero) yang digunakan sebagai 
alat pendistribusian tenaga listrik. Tindakan-tindakan secara hukum seperti 
pemutusan secara langsung bila terbukti melakukan pengerusakan peralatan 
penyaluran tenaga listrik, tagihan susulan atau pemutusan sementara apabila tejadi 
wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran. Wanprestasi pada dasarnya akan 
menimbulkan kerugian, namun dalam prakteknya apabila pelanggan yang 
dirugikan terdapat kecenderungan pelanggan tidak melakukan penuntutan apapun 
atau bersifat pasif. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dan tanggung jawab para 
pihak dalam terjadinya kelalaian dan untuk mengetahui alternatif penyelesaian 
sengketa antara PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri dengan pelanggan.  
Sedangkan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Secara teoretis hasil 
dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan 
dapat digunakan sebagai literatur di bidang Hukum Perdata khususnya perjanjian 
pemakaian arus listrik, (2) Secara praktis semoga kiranya masyarakat dan praktisi 
dapat mengetahui dan memahami bahwa sebenarnya antara pelanggan dengan PT. 
PLN (Persero) terjalin suatu perikatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis. 
 
2. METODE  
Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat 
deskriptif.
4
 Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan 
data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) 
kemudian data dianalisis secara kualitatif.5 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Bentuk-bentuk Wanprestasi yang Sering Terjadi dalam Kontrak 
Perjanjian Pemakaian Arus Listrik 
Pertama, lalai dalam pembayaran listrik. Praktek jual beli aliran listrik 
antara PT. PLN dengan konsumen, apabila terjadi konsumen lalai dalam 
melakukan pembayaran maka pihak PT. PLN akan memberikan sanksi berupa 
biaya denda yang disertai pemutusan aliran listrik, sedangkan pada pihak PT. PLN 
tanggung jawab pemenuhan kewajiban terkesan tidak menanggung beban apapun. 
                                                           
4
Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 
35. 
5
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hlm. 58. 
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Apabila pihak PT. PLN tidak dapat melaksanakan pemberian aliran listrik secara 
berkesinambungan atau mengalami gangguan yang menjadikan terhambatnya 
pelaksanaan kewajibannya, baik teknis maupun non teknis, Pihak PT. PLN tidak 
sedikitpun memiliki beban tanggung jawab. Hal tersebut didasari dari kenyataan 
yang ada selama ini, hampir disetiap padamnya listrik PT. PLN seolah-olah tidak 
tahu menahu, ataupun terkesan tidak berkepentingan walaupun dalam hal ini PT. 
PLN mencoba melakukan perbaikan atas akibat padamnya listrik. 
PT. PLN merasa bahwa bagaimanapun juga konsumen tetap membutuhkan 
aliran listrik yang hanya bisa didapat dari PT. PLN, sehingga mau tidak mau pihak 
konsumen harus tetap sabar dan menunggu. Dalam hal ini timbul kesan PT. PLN 
menunjukkan kekuasaannya sebagai pemegang hak monopoli penyalur atau 
penjual aliran listrik di Indonesia. 
Dalam hubungan hukum yang terjadi karena adanya perjanjian, tiap pihak 
mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai 
hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib 
memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi 
prestasi maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. 
Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli aliran listrik terdiri dari dua pihak, yaitu 
konsumen dan PT. PLN, sedangkan sesuatu yang dituntut tersebut dinamakan 
prestasi yang dalam hal ini adalah aliran listrik. 
Kedua, otak-atik kWh. P2TL adalah singkatan dari Penertiban Pemakaian 
Tenaga Listrik, yang merupakan salah satu program kerja PT PLN untuk 
mengurangi susut atau kehilangan tenaga listrik. Susut sendiri dibedakan menjadi 
dua, yakni susut teknis dan susut non teknis. Susut teknis adalah susut yang 
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis, seperti jarak pelanggan atau panjang 
kabel, luas penampang kabel dan besarnya beban pelanggan. Susut non teknis 
adalah susut yang disebabkan oleh pencurian tenaga listrik. P2TL merupakan 
bagian dari upaya mengurangi susut non teknis. 
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Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kabel SR (Sambungan Rumah) 
yang merupakan kabel tegangan rendah (220 Volt) utama penghubung dari tiang 
listrik ke rumah pelanggan. Pemasangan kabel SR dikatakan sesuai standar 
apabila seluruh kabel terlihat/terpampang di luar rumah. Apabila pemasangan 
kabel SR sesuai standar, maka proses pemeriksaan dilanjutkan ke parameter 
lainnya. 
Apabila terdapat sebagian kabel SR yang tidak terpampang atau masuk ke 
dalam atap/plavon/dinding rumah maka perlu diteliti lebih lanjut, karena 
dikhawatirkan pada bagian kabel SR yang tersembunyi tersebut terdapat joint 
(sambungan) dengan kabel lain yang langsung terhubung ke instalasi listrik 
bangunan tanpa melalui kwh meter dan MCB, sehingga pemakaian listrik oleh 
pelanggan tersebut tidak terukur. Jikalau ditemukan sambungan seperti ini maka 
termasuk bentuk pelanggaran jenis P3 atau “sambung langsung”. 
Ketiga, tambah daya. Dalam realita kontrak atau perjanjian yang telah 
disepakati bersama tersebut sering disalahgunakan oleh pihak pelanggan. Artinya, 
pihak pelanggan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemakaian 
arus listrik. Pelanggaran pemakaian arus listrik pihak pelanggan tentunya dapat 
menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero). Untuk menghindari 
terjadinya kerugian tersebut, maka pihak PT. PLN (Persero) dapat mengupayakan 
suatu hal bagi penyelesaian pelanggaran pemakaian arus listrik yang dilakukan 
oleh pelanggan. Bila salah satu dari pelanggan arus listrik pada PT. PLN (Persero) 
Cabang Wonogiri pada saat mengajukan permohonan penyambungan atau 
pemasangan daya arus listrik memohon daya sebesar 900 KwH. Atas dasar 
permohonan tersebut maka pihak PT. PLN (Persero) akan mengabulkan 
permohonan tersebut, sekaligus menyambungkan daya sebesar 900 KwH kepada 
pihak pelanggan yang mengajukan permohonan daya tersebut. 
Keempat, pencurian arus listrik. Aksi pencurian listrik memang sudah 
dilakukan masyarakat dalam berbagai cara atau modus. Modus-modus aksi 
pencurian listrik yang biasanya dilakukan masyarakat atau badan usaha di 
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antaranya:  (1) Menikmati listrik tanpa menggunakan meteran KWH;  
(2) Mengubah atau mengutak-atik isi KWH meter sehingga putaran penghitung 
biayanya lambat, dan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelengahan 
pegawai PLN; (3) Menggunakan meteran KWH yang tidak terdaftar sebagai 
pelanggan PLN dengan memanfaatkan meteran KWH yang sudah tidak 
dipakai/terdaftar PLN sebagai pelanggan; dan (4) Menggunakan Miniature Circuit 
Breaker (MCB) sebagai alat penyambung listrik dari tiang induk ke rumah warga. 
Perlengkapan MCB tersebut dipasang dengan tujuan agar daya yang masuk ke 
rumah tidak terlalu besar. Dengan maraknya aksi pencurian listrik yang 
merugikan PLN dan masyarakat itu sendiri menyebabkan PLN mencari cara untuk 
mendeteksi aksi pencurian listrik tersebut. 
3.2 Penyelesaian Sengketa Antara PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri 
dengan Pelanggan  
Pertama, lalai dalam pembayaran listrik. Dalam kontrak penyambungan 
arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, yang sering 
digunakan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk menyatakan bahwa pihak 
pelanggan dalam keadaan wanprestasi adalah pernyataan lalai yang telah 
ditentukan bagi pihak pelanggan di dalam kontrak penyambungan arus listrik 
telah ditentukan bahwa apabila pihak pelanggan tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan yang telah diperjanjikan dinyatakan lalai dengan sendirinya, baik tanpa 
atau dengan surat peringatan. Perjanjian penyambungan arus listrik pada PT. PLN 
(Persero) biasanya telah ditetapkan dalam suatu bentuk perjanjian yang dibuat 
oleh PT. PLN (Persero) adalah perjanjian baku. Di dalam perjanjian tersebut telah 
ditetapkan hak dan kewajiban para pihak dan sanksi bagi para pihak apabila pihak 
pelanggan lalai akan perjanjiannya. Sanksi atas pelanggaran tersebut dapat 
berupa: (a) Pengenaan biaya keterlambatan; (b) Tagihan susulan; (c) Pemutusan 
sementara; (d) Pemutusan rampung; (e) Pembatalan perjanjian jual beli tenaga 
listrik; dan (f) Bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian 
jual beli tenaga listrik.  
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Kedua, otak-atik kWh. Bentuk pelanggaran P1 adalah dengan memasang 
MCB yang tidak sesuai standar PLN. Tandanya adalah tidak terdapat lambang 
PLN atau tulisan “milik PLN”. Hal ini termasuk pelanggaran P1 dikarenakan 
sebagian besar MCB yang tidak terstandar PLN memiliki nilai arus batas yang 
tinggi. Meskipun sama-sama bernilai 10 Ampere misalnya, namun MCB yang 
tidak standar dapat melewati arus hingga 20 Ampere, sehingga hakikatnya 
menjadi sama saja dengan merubah MCB. Hal-hal di atas termasuk pencurian 
dikarenakan untuk tiap daya yang terpasang, masing-masing memiliki tarif listrik 
per kWh yang berbeda-beda. Untuk daya 1300 VA tarif listrik per kWh nya 
adalah sekitar Rp 1230 / kWh (per 1 September 2014). Semakin besar nilai daya 
terpasang, maka semakin besar pula tarif listrik per kWh nya, dan begitu pula 
sebaliknya. 
Ketiga, tambah daya. Jika pada saat dilakukan operasi pemeriksaan aliran 
listrik sebagai upaya untuk mencari pelanggar pemakai arus listrik oleh Team 
OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik). Bila terbukti pelanggan menggunakan 
daya listrik tidak sebagaimana yang disepakati sesuai kontrak yang diadakan yaitu 
daya yang kedapatan ternyata lebih besar dari daya yang terpasang semula, maka 
pelanggar telah melakukan perbuatannya yang melanggar ketentuan kontrak 
perjanjian serta di dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 
K/010/DIR/2000 tentang pemakaian tenaga listrik tidak sah. Atas pelanggaran 
yang telah dilakukan oleh pelanggan, pihak PT. PLN (Persero) melalui Team 
OPAL memberitahukan hal pelanggaran tersebut kepada pihak pelanggan yang 
menggunakan daya arus listrik melebihi kapasitas yang tersedia tanpa seizin PT. 
PLN (Persero). Pemberitahuan tersebut disampaikan dengan Surat panggilan yang 
intinya memerintahkan pelanggan untuk menghadap pimpinan PT. PLN (Persero) 
Cabang Wonogiri. 
Kehadiran pelanggan yang melanggar ketentuan pemakaian arus listrik 
adalah sangat berarti, guna membicarakan perihal pelanggaran yang dilakukan 
oleh pihak pelanggan. Pihak pelanggan yang melanggar ketentuan PT. PLN 
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(Persero), diwajibkan untuk membayar tagihan susulan tersebut dengan jenis 
pelanggaran yang telah diberitahukan kepadanya. Selama tagihan susulan yang 
dibebankan oleh PT. PLN (Persero) terhadap pelanggar, belum dibayar oleh 
pelanggar tersebut maka pihak PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri berhak untuk 
memutuskan aliran listrik yang tersambung pada rumah, bangunan, tempat 
terjadinya pelanggaran, hotel, yang dimiliki oleh pelanggar untuk sementara 
waktu.  
Apabila pihak pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran tagihan 
susulan sekaligus, maka pihak PT. PLN (Persero) setelah bermusyawarah dengan 
pihak pelanggan akan memberikan kelonggaran pada pelanggan yang melanggar 
tersebut, adalah dengan memperbolehkan pihak pelanggar untuk membayar 
tagihan susulan secara angsuran atau bertahap dalam jangka waktu yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak PT. PLN (Persero) akan menetapkan 
batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak PT. PLN 
(Persero) akan menetapkan batas waktu pembayaran tagihan susulan yaitu 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya pembayaran tagihan 
susulan kepada pihak pelanggan. Apabila tagihan susulan karena suatu dan lain 
hal tidak dilunasi oleh pelanggar maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan 
tindakan sebagai berikut: (a) Pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan 
penyambungan kembali arus listrik yang telah terputus, (b) Jika tagihan susulan 
tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka sambungan arus listrik 
akan dibongkar dengan ketentuan bahwa penyambungan kembali akan dilayani 
sebagai sambungan baru dengan memperhitungkan dengan Biaya Penyambungan 
Baru, (c) Bila pelanggar bukan pelanggan maka melalui Pengadilan Negeri 
persoalannya diajukan sebagai tindak pidana pencurian.  
Keempat, pencurian arus listrik. Pencurian diatur dalam Bab XXII tentang 
“Pencurian” dari Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (“KUHP”). Dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai 
pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara. Selain bisa merujuk 
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pada KUHP, karena ini mengenai pencurian listrik, maka merujuk juga pada 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU 
Ketenagalistrikan”).  Selain dalam KUHP, mengenai menggunakan listrik yang 
bukan haknya juga diatur secara khusus dalam Pasal 51 ayat (3) UU 
Ketenagalistrikan. Dalam hukum terdapat suatu asas yaitu “lex specialis derogat 
legi generali”. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus 
(specialis) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (generalis).  Berarti 
ketentuan pidana yang dipakai apabila terjadi tindak pidana pencurian listrik 
adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan. 
 Sebagai ilustrasi kasus pencurian listrik dapat kita lihat pada. Dalam kasus 
ini, terdakwa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan 
hukum. Terdakwa menggunakan aliran listrik dengan cara menyambungkan kabel 
listrik langsung dari arus induk pada KWH meter prabayar yang telah rusak. 
Sehingga terdakwa tidak pernah lagi membayar/membeli pulsa listrik. Karena 
perbuatan terdakwa, PLN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 
63.419.414,-. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana pencurian listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU 
Ketenagalistrikan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) 
bulan dan denda Rp 3 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertama, bentuk-bentuk wanprestasi dan tanggung jawab para pihak 
dalam perjanjian penggunaan arus listrik PT. PLN, antara lain: (1) Lalai dalam 
pembayaran listrik; (2) Mengotak-atik kWh, (3) Tambah daya; dan (4) Pencurian 
arus listrik.  
Kedua, penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri 
dengan Pelanggan, antara lain: (1) Kelalaian dalam pembayaran rekening listrik. 
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Apabila konsumen hendak melakukan pembayaran penggunaan listrik yang telah 
dilakukan pemutusan alirannya oleh PT. PLN, konsumen dikenakan biaya denda 
yang besarnya telah diperjanjikan dan aliran lisrik disambung kembali. 
Sebaliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan konsumen belum 
juga melakukan pembayaran, maka pihak PT. PLN akan melakukan pemutusan 
permanen dengan mengambil beberapa instalasi listrik yang terdapat di rumah 
konsumen. Dengan demikian apabila pihak konsumen mengharapkan 
penyambungan aliran listrik kembali diberlakukan persyaratan seperti 
pemasangan baru dengan tetap menyelesaikan kewajiban yang terhutang;  
(2) Mengotak-atik KWH. Jenis pelanggaran mengotak-atik KWH termasuk 
pelanggaran yang cukup berat, yakni masuk golongan P-II. Untuk yang mungkin 
belum tau apa itu P itu singkatan dari kata “pelanggaran”, dan jenis jenis 
Pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut (1) Golongan I (P I ) yaitu 
pelanggaran yang mempengaruh batas daya; (2) Golongan II (P II ) 
yaitu  pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energy; (3) Golongan III (P 
III) yaitu pelanggaran yang mempengaruh batas daya dan mempengaruh 
pengukuran energi; dan (4) Golongan IV (P IV) yaitu pelanggaran yang dilakukan 
oleh Bukan Pelanggan dan denda yang diberikan berupa sebuah lembar hutang 
bernama surat piutang dan lembar denda non-taglis atau (non tagihan listrik). 
Yang harus dibayarkan selamanya menjadi pelanggan PLN dan tidak akan bisa 
lagi mengajukan pemasangan kembali seumur hidup dengan nama yang sama stau 
lebih buruk bisa di  kenakan pidana berupa hukuman penjaran dan ditambah 
denda karena dilaporkan melakukan tindakan pidana kasus pencurian listrik,  
(3) Penambahan daya. Jenis pelanggaran penambahan daya termasuk pelanggaran 
yang cukup berat, yakni masuk golongan P-II. Untuk yang mungkin belum tau 
apa itu P itu singkatan dari kata “pelanggaran”. Adapun sanksi pelanggaran P1 
pelanggaran paling ringan, yaitu karena melakukan pembesaran daya secara 
illegal, yakni berupa sanksi administrasi, yaitu minimal denda Rp1 juta,  
(4) Pencurian arus listrik. Dalam hukum terdapat suatu asas yaitu “lex specialis 
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derogat legi generali”. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat 
khusus (specialis) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum 
(generalis).  Berarti ketentuan pidana yang dipakai apabila terjadi tindak pidana 
pencurian listrik adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU 
Ketenagalistrikan. 
4.2 Saran  
Pertama, bagi para pihak yang melakukan perjanjian, agar tidak terjadi 
persengketaan antara pihak pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero) maka 
kedua belah pihak harus mematuhi semua perjanjian yang telah disepakati.  
Kedua, bagi PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri, hendaknya diadakan 
upaya untuk memberantas atau mencegah pencurian arus listrik dengan cara lebih 
meningkatkan pengawasan dan pengontrolan pemakaian arus listrik kepada 
pelanggan serta meningkatkan staf serta karyawan PLN untuk lebih disiplin dan 
jujur dalam menjalankan pengawasan dan pengontrolan. 
Ketiga, bagi masyarakat, agar tidak segan-segan untuk melaporkan kepada 
kepolisian bila melihat adanya gejala-gejala tidak baik yang dapat menjurus 
kepada atau ke arah terjadinya kriminalitas seperti pencurian arus listrik agar 
dapat secara cepat mencegah terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat.  
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